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ABSTRAK 
 
Nama   : Muhammad Darmawan 
NIM  : 10300113078 
Judul : Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Mappacci Dalam                     
Adat Perkawinan Bugis 
 
 Skipsi ini menjelaskan tentang bagaiamana Pandangan Hukum Islam 
Terhadap Budaya Mappacci Dalam Adat Perkawinan Bugis. Pokok masalah 
tersebut terbagi kedalam beberapa submasalah yaitu: 1) Bagaimana budaya 
mapacci dalam adat perkawinan bugis di Kabupaten Pinrang, 2) Bagaimana 
pandangan hukum Islam tradisi mapacci adat perkawinan bugis? 
Jenis penelitian yang dilakukan kualitatif lapangan dengan menggunakan 
metode penelitian deskriptif,  yang bertujuan untuk memperoleh data primer dan 
data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam 
teknik pengumpulan data menggunakan metode  observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pandangan hukum Islam 
terhadap budaya mapacci dalam adat perkawinan bugis, meliputi: Istilah 
mappacci dalam masyarakat meliputi tiga bahasa, pertama Makassar (mappacci), 
mandar (malattigi), bugis Pinrang (mappacci). Makna lain dari kata mappacci 
yaitu, Mappacci (mappassadia cinna) artinya mempersiapkan keinginan, 
Mappacci (mappasilarongeng cinna) artinya menghubungkan keinginan, dan 
Mappacci (mappasiruntu cinna) artinya mempertemukan keinginan., dan 
Pelaksanaan tradisi mappacci pada Perkawinan di Kecamatan Duampanua 
Kabupaten Pinrang, tetap sejalan dengan Hukum Islam, meskipun terdapat hal-hal 
yang perlu disempurnakan. Al-Qur'an, Hadis maupun kaedah ushul fiqih tentang 
adat serta hukum pelaksanaan sesuatu hal, maka diperoleh gambaran tentang 
Pandangan Hukum Islam tentang tradisi Mappacci. 
 Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Masyarakat bugis hendaknya tidak 
terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merusak identitas bersama atau kerukunan 
yang sudah tertata sejak dahulu, 2) Masyarakat hendaknya mempertahankan, 
menjaga, dan memelihara adat istiadat tersebut agar tetap terjaga, dan 3) Perlunya 
disempurnakan dalam proses perkawinan yaitu, calon mempelai wanita harus 
menutup aurat dengan pakaian  yang tidak trasparan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kebudayaan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan 
kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pada beberapa aspek, 
kebudayaan memegang peran penting didalamnya. Meski demikian, terdapat 
perbedaan kebudayaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya sesuai 
dengan daerah masing-masing. 
Salah satu contoh perbedaan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat 
adalah perkawinan. Prosesi perkawinan dalam setiap adat dibeberapa daerah  
memiliki pe rbedaan dari segi pelaksanaan maupun perlengkapan yang dipakai 
dalam melangsungkan pekawinan. Sama halnya dengan pelaksanaan perkawinan 
di Sulawesi selatan khususnya perkawinan di daerah bugis. 
Di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa di era globalisasi ini terkadang 
ada beberapa hal terkait budaya yang tidak sejalan dengan aturan yang berlaku 
secara umum maupun dengan ajaran agama begitupun  hubungan yang terjalin 
antara adat dan budaya bugis dengan Islam. Khususnya dalam permasalahan 
terkait perkawinan. 
Ada hubungan yang erat antara keteguhan dalam adat dengan ketaatan 
beragama dan tegasnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu 
ruang lingkup kehidupan, dalam hal ini pemaparan tentang perkawinan pun 
disajikan secara berbeda. Seperti yang dapat dipahami dari pandangan hukum adat 
bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”,tetapi juga 
merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan 
ketetanggaan”. Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, ialah perkawinan yang 
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mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat 
bersangkutan.1 
Sedangkan perkawinan dalam hukum agama adalah perbuatan yang suci 
(sakramen, sanskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi 
perintah dan anjuran Tuhan Yang  Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan 
berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan 
ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan jika dilihat dari segi keagamaan 
adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum 
terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. 
Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan 
perkawinan  yang berlangsung tidak seagama.2 Pada dasarnya perkawinan 
merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara’. Firman 
Allah swt yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan adalah Al Quran 
Surah Ar.Ruum/30:21  
 ۡŴŲَِو  ِŷِļٰɔَاَء ٓۦ  ŮَšَŁََو ĵŹَۡȎَِإ ْٓاźُŶŭُŏَۡȽِّů ĵŁٰٗɩَۡز
َ
أ űۡȲُŏِŧُŵ
َ
أ ŴِۡŲّ űȲَُů ŨََŰŇَ ۡن
َ
أ
 َنوŋُ ğŭŧَļَȬَ ٖˉźۡŪَِّů ĺٰٖɔَ˗ ūَِɉٰəَ Ǎِ ğِنإ ۚĹًَƧَۡرَو ٗة ğدźَ ğŲ űȲُŶَɀَۡķ   
Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.3 
                                                        
1Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2007). h. 
8. 
2Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, h. 10. 
3Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemahannya dan tafsir. 
(Bandung: syamil Quran 2012), h. 407. 
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Dalam hukum Islam sendiri kita dapat menemukan beberapa ayat dan 
hadis yang membahas mengenai pernikahan untuk dijadikan panutan dalam 
pelaksanaan pernikahan. 
Dalam perundang-undangan sendiri, perkawinan telah diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan 
yang disahkan dan ditandatangani Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI 
Soeharto di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974.4 Di dalam pasal 1 UU no. 1-1974 
di katakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahit batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita  sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang Maha Esa.  Dalam 
hal ini perkawinan disamakan dengan ‘perikatan’ (verbindtenis).5 
Pada dasarnya beberapa pengertian perkawinan diatas memiliki makna 
yang sama. Perbedaan hanya terletak pada bagaimana pelaksanaan dan atribut 
perkawinan seperti apa yang digunakan. Begitupun ragam pelaksanaan 
perkawinan di daerah bugis. 
Prosesi perkawinan masyarakat bugis umumnya hampir sama, diantaranya 
tahap penjajakan (mappese’-pese’), kunjungan lamaran (madduta), penerimaan 
lamaran (mappettu ada), penyerahan uang belanja (mappenre’dui), dan pesta 
(tudang botting). Hanya saja yang sering menjadi perbedaan dalam prosesi 
perkawinan adat masyarakat bugis disetiap daerah adalah pelaksanaan upacara 
adat sebelum perkawinan seperti mappaisseng, mappasau (mandi uap), mappacci 
(tudang penni), kawissoro, mappasilukang dan mappasikarawa, serta mappanre 
temme. Namun perbedaan ini tidak menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam 
budaya masyarakat bugis ini luntur atau hilang. 
                                                        
4Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, h.4 
5Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, h. 7.  
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Keseluruhan prosesi upacara adat dalam perkawinan masyarakat bugis 
masing-masing memiliki nilai budaya yang terkandung didalamnya, sama halnya 
dengan nilai budaya atau makna yang terkandung dalam prosesi adat mappacci 
(tudang penni) dalam upacara perkawinan masyarakat bugis. Mengingat upacara 
adat mappacci dewasa ini telah merakyat, dahulu dikalangan bangsawan bugis 
upacara mappacci ini dilaksanakan tiga malam berturut-turut, akan tetapi saat ini 
pada umumnya acara mappacci dilaksanakan satu malam saja, yaitu sehari 
sebelum upacara perkawinan. 
Dengan menjadikan kehidupan diatur dengan pangngaderreng (undang-
undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai 
penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya 
terdiri atas empat kemudian berubah menjadi lima. Ini untuk mengakomodasi 
diterimanya Islam sebagai pegangan hidup.  Sistem yang saling mengukuhkan 
pangngaderreng didirikan atas: 
1) Wariq (protokoler kerajaan),  
2) Adeq (adat-istiadat),  
3) Bicara (sistem hukum), 
4) Rapang (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), dan  
5) Saraq (syariat Islam).  
Maka, fragmen6 sejarah ini kemudian menjadi karakter  penting bagi orang 
Bugis. Dalam pandangan Pelras bahwa ada dua sifat yang senantiasa menjadi 
saling berkaitan. Bukan bertentangan, tetapi saling melengkapi. Di satu sisi, selalu 
                                                        
6Fragmen dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah istilah umum yang 
merujuk kepada hasil dari rasterisasi primitif suatu bagian dari keseluruhan. Juga merupakan 
cuplikan atau petikan (sebuah cerita, lakon, dan sebagainya). 
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terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan yang ada sekarang dan yang akan 
datang. Pada saat yang sama, di sisi lain tetap mempertahankan nilai-nilai yang 
telah ada sejak dulu.7 
Selanjutnya dalam banyak aktivitas adat telah diadaptasi dengan prinsip-
prinsip keislaman. Islam diterjemahkan ke dalam perangkat kehidupan lokal 
dengan tetap mempertahankan  pola yang ada kemudian ditransformasi ke dalam 
esensi tauhid. Dengan menggunakan potensi lokal ini sebagai strategi untuk 
membangun spiritualitas tanpa karakter kearaban. Islam dalam nuansa adat Bugis 
diinterpretasi kedalam nilai dan tradisi sehingga membentuk identitas masyarakat 
Bugis. Akhirnya, perjumpaan adat dan agama dalam budaya masyarakat Bugis 
menunjukkan telah terjadi dialog dan merekonstruksi sebuah budaya baru dalam 
nuansa lokal. 
Dalam sejarah (lontara’) diketahui bahwa masyarakat bugis pada 
umumnya, awalnya hanya mengenal kepercayaan yang bersifat animisme yang di 
kenal sebagai bentuk kebudayaan asli. Kemudian, setelah masuknya kebudayaan 
India (Hindu), barulah menjadi penganut agama monoisme. Selanjutnya Islam 
masuk sekitar abad ke-14 yang menyebabkan terjadinya asimilasi antara ajaran 
Islam dengan ajaran Hindu, bahkan tidak terlepas dari ajaran leluhur tradisional 
yang bersifat animisme yang dianggap sebagai kebudayaan asli. 
Proses Islamisasi berlangsung secara intensif dengan pendekatan persuasif 
terhadap kepercayaan leluhur dan ajaran hindu. Oleh karena itu, penerimaan 
ajaran islam oleh kepercayaan animisme dan ajaran hindu berlangsung dengan 
cepat dan cukup mudah. Hal ini tidak hanya mempengaruhi satu aspek, akan 
tetapi efeknya juga terlihat sangat jelas pada prosesi perkawinan adat masyarakat 
                                                        
7https://www.seputarpernikahan.com/prosesi-mappacci-pernikahan-adat-bugis/pada 
tanggal 22 Juli 2017 pukul 13.30 WITA. 
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bugis dan makassar disulawesi selatan dan juga masyarakat mandar di sulawesi 
barat dan pada acara-acara adat tradisi lainnya.  
Keseluruhan prosesi upacara adat dalam perkawinan masyarakat bugis 
bukan sekedar formalitas akan tetapi masing-masing memiliki nilai budaya yang 
terkandung didalamnya, salah satunya pada proses mappacci (bersih). 
Pada prosesi mappacci8 terkadang penggunaan simbol memiliki sarat 
makna yang butuh pemahaman mendalam guna memahaminya, mappacci yang 
dimaksudkan membersihkan segala sesuatu dan mensucikan diri dari hal yang 
tidak baik, yang melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari 
esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga, dengan menggunakan beberapa 
jenis peralatan sebagai simbol. Akan tetapi tidak semua orang mengetahui dan 
memahami makna dari peralatan yang digunakan dalam prosesi mappacci. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul Pandangan Hukum Islam 
Terhadap Budaya Mappacci Dalam Adat Pernikahan Bugis. 
B. Fokus Penelitian dan Deskriptif Fokus 
1. Fokus Penelitian 
 Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai 
Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Mapacci Dalam Adat Perkawinan 
Bugis. 
2. Deskripsi Fokus 
                                                        
8Mapacci dalam pernikahan adat Bugis Makassar biasa disebut malam pacar yang sudah 
menjadi keharusan untuk dilakukan keturunan darah Bugis, diadakan sebelum dilaksanakan pada 
saat menjelang acara akad nikah atau ijab kabul keesokan harinya. 
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Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
skripsi ini, di perlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi 
yakni : Pandangan Hukum Islam Terhadap Budaya Mapacci Dalam Adat 
Perkawinan Bugis 
a. Hukum Islam  
Hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaram Islam yang 
biasa di sepadankan dengan istilah “syariat” dan “fikih”.9 Dalam pengertian 
hukum Islam sebagai syariat berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah 
untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan 
dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan 
amaliyah (perbuatan). Sumber-sumber hukum Islam secara keseluruhan ada tiga, 
yaitu al-Qur’an, al-Sunnah dan Ijma’.10 
b. Mappacci  
Mappacci adalah kata kerja dari ‘mapaccing’ yang berarti bersih. 
Terkadang, di beberapa daerah Bugis, mappacci dikenal dengan sebutan 
mappepaccing. Dalam bahasa Bugis, mappacci/mappepaccing merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan segala sesuatu. Mappepaccing bola 
sibawa lewureng, yang berarti membersihkan rumah dan tempat tidur. Adapun 
kata perintahnya ‘paccingi’ yang berarti bersifat menyuruh atau memerintahkan 
untuk membersihkan. 
 
 
                                                        
9Asni, Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Kementrian Agama Republik 
Indonesia,2012), h.38.   
10Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 
1999),h.31.  
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c. Perkawinan 
 Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar 
kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di 
kalangan manusia , tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh 
karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah 
satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam 
kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya 
sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya 
perkawinannya pun maju, luas dan terbuka.11 
C. Rumusan Masalah  
Untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai 
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA MAPPACCI 
DALAM ADAT PERKAWINAN BUGIS. Di perolehlah sub masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana Budaya Mappacci Dalam Adat Perkawinan Bugis  di Kabupaten 
Pinrang? 
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappacci adat 
perkawinan bugis? 
D. Kajian Pustaka 
Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan literatur yang berkaitan 
dengan pembahasan masalah pandangan hukum Islam terhadap budaya mappacci 
dalam adat perkawinan bugis. Adapun literatur yang menjadi rujukan antara lain : 
                                                        
11Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung ; Mandar Maju, 2007) 
h.1.  
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Hilman Hadikusuma dalam bukunya  Hukum Perkawinan Indonesia 
menjelaskan pernikahan dari beberapa sudut pandang , termasuk diantaranya 
perkawinan menurut perundang-undangan, hukum adat dan hukum agama tetapi 
tidak secara mengkhusus membahas perkawinan dalam adat bugis. 
 Bramastana Dewangga, dalam karyanya yang berjudul “Pengertian dan 
Defenisi Adat” yang menjelaskan tentang defenisi adat dan permasalahan-
permasalahan yang berkaitan dengannya.  Penelitian yang penulis akan paparkan 
dalam skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mappaccing 
dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai”. 
Mengingat judul ini belum pernah ada yang membahasnya dalam sebuah karya 
ilmiah, serta beberapa rujukan di atas hanya juga berpaku pada Adat dan khatam 
al-Qur`an secara umum. Maka di sini penulis tertarik untuk mengkaji proses 
pelaksanaan Tradisi Mappaccing dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di 
Kecamatan Sinjai Selatan Kab.Sinjai secara terperinci. Agar masyarakat diluar 
daerah dapat mengetahui tradisi masyarakat setempat, serta mengetahui maknanya 
dalam masyaraka. 
Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto dalam buku yang berjudul 
Hukum Perkawinan Islam, menguak kesakralan perkawinan yang sangat krusial 
dan menjadikannya sebagai sebuah wadah dalam ikatan mitsagan mawaddah wa 
rahmah yang sesuai dengan syariat agama, namun dalam buku ini hanya 
membahas perkawinan dari segi agama dan hanya menyinggung sedikit 
perkawinan dalam adat ,terkhususnya adat bugis. 
Christia Pelras dalam bukunya yang bertajuk Manusia Bugis membahas 
mengenai prosesi perkawinan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup masyarakat 
bugis akan tetapi dalam buku ini, tidak menyinggung permasalahan tentang 
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hukum Islam menanggapi prosesi pernikahan bugis terkhusus dalam pelaksanaan 
mappacci. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka 
penulisan Tugas Akhir dengan tujuan dan kegunaan: 
1. Tujuan  Penelitian 
a. Tujuan Umum  
1. Untuk mengetahui bagaimana budaya mapacci dalam adat perkawinan 
Bugis di Kabupaten Pinrang. 
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi Mappacci adat 
perkawinan bugis. 
b. Tujuan Khusus 
1. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam menanggapi budaya mappacci 
yang merupakan salah satu bagian dari prosesi perkawinan adat bugis. 
2. Untuk mengkaji mengapa dalam adat perkawinan bugis  terdapat budaya 
mappacci. 
2. Manfaat Penelitian 
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat 
terkait tradisi yang telah dilakukan selama turun-temurun di Kecamatan 
Duampanua Kab. Pinrang. 
2) Memberikan pandangan baru bagi masyarakat tentang tradisi Mappacci 
yang sesuai dengan Hukum Islam. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti perjodohan laki-laki 
dan perempuan menjadi suami istri. Sedangkan menurut istilah ilmu fiqih dipakai 
perlakuan nikah yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. 
Menurut Suyuti Thalib menyebutkan bahwa perkawinan adalah perjanjian 
suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.12 
Pengertian perkawinan dapat ditemukan dalam UU No. 1 tahun 1974 
tentang perkawinan pasal 1 menjelaskan: 
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”13 
 Kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang mempunyai kesamaan 
makna dengan “Nikah” dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. 
Arti nikah menurut bahasa adalah tergabung dan terkumpul, dipergunakan juga 
dengan arti wala atau akad nikah. 
 “Arti nikah menurut syara‟ ialah akad yang membolehkan seorang laki-
laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad 
mempergunakan lafal nikah atau taswij atau terjemahan”.14 
Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan sebagai berikut, 
yakni: 
                                                        
 12Suyuti Thalib, Hukum Perkawinan Indonesia (Cet. V; Jakarta : UI Press, 1986), h. 47 
 13UU Peradilan Agama,UU No 7 Tahun 1989 Beserta Gambaran Singkat Kronologis 
Pembahasan di DPR RI (Jakarta: PT. Dharma Bakti, 1989), h. 122.  
 14Minhajuddin, Sistematika Filsafat Hukum Islam (Ujung Pandang: PN. CV. Berkah 
Utami,1996), h. 122   
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a. Scholten yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo mengemukakan: arti 
perkawinan adalah hubungan suatu hukum antara seorang pria dan seorang 
wanita untuk hidup bersama yang kekal yang diakui oleh Negara. 
b. Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan: Arti perkawinan adalah suatu hidup 
bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-
syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik Agama maupun atauran 
hukum Negara. 
Sayyid Sabiq lebih lanjut mengatakan: 
“Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua 
makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 
Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia 
untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah 
masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam 
mewujudkan tujuan perkawinan.”15 
 Dari pengertian perkawinan di atas dapat disimpulkan beberapa unsur-
unsur dari suatu perkawinan, yaitu: 
a. Adanya suatu hubungan hukum; 
b. Adanya seorang pria dan wanita; 
c. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga); 
d. Untuk waktu yang lama; 
e. Dilakukan menurut undang-undang dan aturan hukum yang berlaku. 
 Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 
perkawinan merupakan suatu salah satu cara perjanjian yang harus ditempuh oleh 
pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk sebuah rumah tangga dan 
untuk mentaati perintah Allah swt, serta melaksanakannya dipandang sebagai 
ibadah. 
Perkawinan merupakan masalah esensi bagi kehidupan manusia, oleh karena itu, 
di samping perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. 
                                                        
 15Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h. 10-11.  
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Walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari 
semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari 
seluruh pendapat, yaitu antara seorang laki-laki dan perempuan. Perjanjian disini 
bukan sembarang perjanjian, seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, 
tetapi perjanjian dalam nikah adalah suci untuk membentuk keluarga antara 
seorang laki-laki dan wanita.16 
Syarat-Syarat Perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut: 
Pasal 6 
(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal 
dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 
izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 
(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 
diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 
mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama 
mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 
(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara 
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah 
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini 
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
Pasal 7 
(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam 
belas) tahun. 
                                                        
 16Soemyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Cet. IV; 
Yogyakarta: PN. Library, 1999), h. 8.  
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(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta 
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua 
orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, 
berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini 
dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 
Pasal 8  
Perkawinan dilarang antara dua orang yang: 
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; 
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 
dengan saudara neneknya; 
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; 
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan 
dan bibi/paman susuan; 
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari 
isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 
berlaku, dilarang kawin. 
 
Pasal 10 
(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman 
Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman 
kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam 
Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Tatacara perkawinan dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 
(2) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing 
hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan 
dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 
Pasal 11 
(1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai 
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai 
Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
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(2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya 
ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang 
menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan 
menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang 
mewakilinya. 
(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah 
tercatat secara resmi.17 
Syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai dengan 77 
UU Nomor 1 tahun 1974. Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk 
dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ektern. 
Syarat intern yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan 
melaksanakan perkawinan. Syarat intern meliputi : 
1. Persetujuan kedua belah pihak. 
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun. 
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun pengecualiannya yaitu ada 
dispensasi dari pengadilan. 
4. Kedua belah pihak tidak dalam keadaan kawin. 
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (idda). 
Bagi wanita yang putus perkawinan karena perceraian, masa iddanya 90 hari 
dan karena kematian 130 hari.18 
Syarat ektern yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas 
dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi : 
1. Harus mengajukan laporan ke pegawai pencatat nikah, talak dan Rujuk. 
2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh pegawai pencatat, meliputi : 
                                                        
17Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 6.   
18Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, 
Hukum Agama, (CV. Mandar Maju, 2007), h. 45   
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a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon 
mempelai dan dari orang tua. Disamping itu disebutkan juga nama istri atau 
suami yang terdahulu. 
b. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.19 
Syarat materill yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam 
melangsungkan perkawinan. Syarat materill dibagi menjadi dua macam, yaitu : 
1. Syarat materil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi 
seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada 
umumnya. Syarat itu meliputi: 
a. Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang 
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 27 BW). 
b. Persetujuan antara suami istri (pasal 28 KUH perdata). 
c. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun 
dan wanita berumur 15 tahun (pasal 29 KUH perdata). 
d. Seorang wanita pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan 
waktu 300 hari setelah perkawinan terdahuu dibubarkan (pasal 34 KUH 
perdata). 
e. Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang 
belum dewasa dan belum pernah kawin (pasal 34 sampai dengan pasal 49 KUH 
perdata ) 
2. Syarat materill relative adalah ketentuan yang merupakan larangan bagi 
seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi : 
                                                        
19Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, 
Hukum Agama, (CV. Mandar Maju, 2007), h. 47 
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a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah 
dan kerena perkawinan. 
b. Larangan karena zina. 
c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, 
jika belum lewat satu tahun. 
Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam 
pelaksanaan perkawinan. Syarat ini di bagi dalam dua tahapan. Syarat-syarat yang 
dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah: 
a. Pemberitahuan akan dilaksanakan perkawinan oleh calon mempelai baik secara 
lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan 
dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum 
perkawinan dilangsungkan (pasal 3 dan 4 PP No.9 tahun 1975). 
b. Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat 
yang disediakan di kantor pencatat perkawinan. Maksud pengumuman tersebut 
adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk 
mencegah maksud dari perkawinan tersebut jika ada undang-undang yang 
dilanggar atau alasan-alasan tertentu. Pengumuman tersebut dilaksanakan 
setelah pegawai pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan 
yang harus dipenuhi calon mempelai.20 
   Asas-Asas atau Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan 
a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
Untuk itu suami istri perlu melakukan membantu saling melengkapi agar 
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan 
mencapai kesejahteraan sritual dan kepribadian. 
                                                        
20Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, 
Hukum Agama, (CV. Mandar Maju, 2007), h. 48-50  
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b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah 
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus di catat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh 
yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan 
mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Namun demikian 
perkawinan seorang suami lebih dari satu meskipun itu dikehendaki oleh 
pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi 
berbagai syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. 
d. Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak 
jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat 
mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian 
dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.  
e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, 
kekal dan sejahtera, maka undang- undang menganut prinsip untuk 
mempersukar terjadinya perceraian. Serta untuk memungkinkan perceraian 
harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang 
pengadilan.21  
B. Hukum Perkawinan di Indonesia 
1. Perkawinan menurut Perundangan 
 Dalam pasal 1  UU no. 1 tahun 1974 di katakan bahwa “perkawinan”  
ialah ikatan lahir batin antara seorang pria  dengan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
                                                        
21Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, 
Hukum Agama, (CV. Mandar Maju, 2007), h.53   
19 
 
 
berdasarkan keutuhan yang maha esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu 
ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita’ berarti perkawinan  sama 
dengan perikatan’ (verbindtenis). Dalam hal ini marilah kita lihat kembali pada 
pasal 26 KUH perdata.22       
Menurut pasal 26 KUH perdata di katakan ‘Undang-Undang tentang 
memandang soal perkawinan hanya dengan hubungan perdata’ dan dalam pasal 
81 KUH perdata dikatakan bahwa ‘tidak ada upacara keagamaan yang boleh di 
elenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat Agama mereka, 
bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung’ pasal 
81 KUH perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH pidana (Wetboek van 
strafrecht (WvS) yang meyatakan ‘seorang petugas agama yang melakukan 
ucapan perkawinan, yang hanya dapat di langsungkan dihadapan pejabat catatan 
sipil, sebelum dinyatakan  kepadanya bahwa pelangsungan di hadapan pejabat itu 
suda di lakukan, di ancam dengan pidana denda paling banyak  empat ribu lima 
ratus rupiah. Kalimat, yang hanya dapat dilangsungkan dihapan pejabat catatan 
sipil’ tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang 
berlaku hukum islam,  hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-
orang yang dahulu disebut pribumi (Inlander) dan timur Asing (Vreemde 
Oosterlingen) tersebut, di luar orang cina.23 
2. Perkawinan Menurut Hukum Adat 
 Menurut hukum adat pada umumnya di indonesia perkawinan itu bukan 
hanya berarti sebagai ‘perikatan perdata’ tetapi juga merupakan ‘perilaku adat’ 
dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Jadi terjadi 
sesuatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap 
hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-isteri,harta 
bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, 
                                                        
 22Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Agama, (CV. Mandar Maju, 2007).h, 6.  
 23Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Agama.h,7. 
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kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-
hubungan adat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta 
menyambut upacara-upacara adat dan keagamaan, begitu juga meyambut 
kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan 
manusian dengan tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia 
(ma’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di 
akhirat.24 
 Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’ ialah perkawinan yang mempunyai 
akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. 
Akibat  hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misanya 
dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak’ (hubungan 
anak-anak, bujang gadis) dan ‘rasan tahu’ (hubungan antara orang tua keluarga 
dari para calon suami isteri) (perhatikan hilma hadikusuma 1977: 28/41). Setelah 
terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
orang tua (termasuk anggota keluaraga/kerabat) menurut hukum adat setempat, 
yaitu dalam pelaksanaan ucapan adat dan selanjutnya dalam peran serta membina 
dan memelihara kerukunan, keutuhan, dan kelangganan dari kehidupan anak-anak 
mereka yang terikat dalam perkawinan. 
 Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat membentuk dan 
bersistem ‘perkawinan jujur’ di mana pelamaran di lakukan oleh pihak pria 
kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan 
dan kediaman suami, ( Batak, Lampung, Bali,) ‘perkawinan semanda’ di mana 
pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan 
suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman isteri (Minangkabau,Semendau 
sumaterah selatan); dan ‘perkawinan bebas’ (Jawa:mencar, mentas) di mna 
pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami isteri 
bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak 
                                                        
 24Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Agama.h,8. 
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mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang 
telah maju (moderan).25 
3. Perkawinan Menurut Hukum Agama. 
Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang 
suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam 
memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Yaha Esa, Agar kehidupan 
berkeluarga dan beruma tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik 
sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi 
keagamaan adalah suatu ‘perikatan jasmani dan rohani’ yang membawa akibat 
hukum terhadap agama yang di anut kedua calon mempelai berserta keluarga 
kerabatnya hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan 
takwanya, apa yang seharunya di lakukan dan apa yang tidak seharusnya di 
lakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat 
membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.26 
Menurut hukum Islam perkawinan adalah ‘akat’ (perikatan) antara wali 
wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akat nikah itu harus di ucapkan 
oleh wali siwanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh 
sicalon suami yang di laksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi 
syarat. Jika tidak temikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan 
dengan hadis Nabi Muhammad saw yang di riwayatkan ahmad yang menyatakan 
‘tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil’.  
Jadi perkawinan menurut agama islam adalah perikatan antara wali 
perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan 
antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaiman di maksud dalam 
pasal 1 UU no.1-1974 atau menurut hukum kristen. Kata ‘wali’ berarti bukan saja 
                                                        
 25Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Agama. h,10.   
 26Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Agama. h,12.  
22 
 
 
‘bapak’tetapi juga termasuk ‘datuk’ (embah), sodara-sodara pria, anak-anak 
pria,sodara-sodara bapak yang pria (paman),anak-anak pria dari paman, 
kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilinial) yang beragama islam. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam islam berati pula perikatan 
kekerabatan buka perikatan perseorangan. 
C. Tujuan Perkawinan 
Tujuan perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perbuatan. 
Oleh karena dengan ditetapkannya tujuan yang jelas, niscaya sebuah perbuatan 
akan lebih terarah. Sebaliknya tanpa ditetapkannya suatu tujuan, niscaya 
perbuatan itu akan mengambang dan terasa hambar. Karenanya tujuan yang 
ditetapkannya sedikit meliputi sebagai berikut: 
1. Untuk memperoleh keturunan 
Sudah menjadi kenyataan bagi kita semua bahwa makhluk hidup 
menjalani proses regenerasi mengembangkan keturunan bagi kelangsungan 
hidupnya pada masa yang akan datang. Satu-satunya cara untuk memperoleh 
keturunan yang sah adalah melalui pernikahan, agar keturunannya bersih dan jelas 
siapa ayahnya yang sah. Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 1. 
 َﺎﮭَﺟۡوَز َﺎﮭۡﻨِﻣ ََﻖﻠَﺧَو ٖةَﺪِﺣ َٰو ٖﺲۡﻔﱠﻧ ﻦﱢﻣ ﻢَُﻜَﻘﻠَﺧ يِﺬﱠﻟٱ ُﻢُﻜﱠﺑَر ْاُﻮﻘﱠﺗٱ ُسﺎﱠﻨﻟٱ َﺎﮭﱡَﯾٓﺄ َٰﯾ
 ﱠِنإ َۚمﺎَﺣَۡرۡﻷٱَو ِۦﮫِﺑ َنُﻮﻟَٓءﺎََﺴﺗ يِﺬﱠﻟٱ َ ﱠͿٱ ْاُﻮﻘﱠﺗٱَو ۚٗٓءﺎَِﺴﻧَو اٗﺮِﯿﺜَﻛ ٗﻻﺎَﺟِر ﺎَُﻤﮭۡﻨِﻣ ﱠَﺚﺑَو
 ِﻗَر ۡﻢُﻜَۡﯿﻠَﻋ َنﺎَﻛ َ ﱠͿٱ ﺎٗﺒﯿ١   
Terjemahnya: 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan 
dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.27 
                                                        
 27Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya (Cet. 1; Solo: PT. Tiga Serangkai, 
2013), h. 77.   
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Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh 
(tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di 
samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa 
yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. 
Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau 
memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As 
aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. 
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat 
Salah satu tujuan yang harus dirumuskan oleh suatu pasangan suami isteri 
adalah menghindarkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mengingat banyaknya 
godaan-godaan yang ditimbulkan akibat dari membujang terlalu lama, atau karena 
hawa nafsu sahwat yang telah menguasai dirinya, maka menjadi suatu hal yang 
wajib sebagai seorang muslim untuk melangsungkan perkawinan. 
Dari pernyataan diatas jelas sekali manfaat dari perkawinan adalah 
menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti menghindari 
pandangan kepada hal-hal yang haram, mengingat bahaya yang demikian besar 
dari pandangan tersebut. Menjaga kemaluan adalah suatu hal yang wajib 
dilakukan, sehingga tidak terjerumus pada hubungan seks luar nikah atau 
perzinahan. 
3. Mewujudkan keluarga sakinah 
 Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah atau keluarga yang tentram, 
penuh cinta kasih atau mendapatkan rahmat Allah adalah keluarga yang memang 
diamanatkan oleh Allah dan tentunya menjadi dambaan bagi setiap muslim. Islam 
melarang ummatnya membujang terus-menerus, tetapi Allah memerintahkan 
ummatnya agar melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa 
paksaan, agar dapat mengatur hidup antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan 
fitrah manusia. 
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4. Unsur mengamalkan dan menegakkan syari’at Islam 
Islam melarang ummatnya membujang terus-menerus, tetapi Allah 
memerintahkan ummatnya agar melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama 
suka, tanpa paksaan, agar dapat mengatur hidup antara laki-laki dan perempuan 
sesuai dengan fitrah manusia. 
Allah berfirman dalam QS An-Nisa/4: 3. 
 ِﺧ ِۡنإَو َٰﻰﻨۡﺜَﻣ ِٓءﺎَﺴﱢﻨﻟٱ َﻦ ﱢﻣ ﻢَُﻜﻟ َبَﺎط ﺎَﻣ ْاﻮُﺤِﻜﻧَﭑﻓ ٰﻰَﻤ ََٰﺘﯿۡﻟٱ ﻲِﻓ ْاُﻮﻄِﺴُۡﻘﺗ ﱠَﻻأ ُۡﻢﺘۡﻔ
 ﱠَﻻأ َٰٓﻰﻧۡدَأ َﻚِﻟ َٰذ ۚۡﻢُُﻜﻨ َٰﻤَۡﯾأ ۡﺖََﻜﻠَﻣ ﺎَﻣ َۡوأ ًةَﺪِﺣ ََٰﻮﻓ ْاُﻮﻟِﺪَۡﻌﺗ ﱠَﻻأ ُۡﻢﺘۡﻔِﺧ ِۡنَﺈﻓ َۖﻊ َٰﺑُرَو َﺚ َٰﻠُﺛَو 
 ْاُﻮﻟﻮُﻌَﺗ٣   
Terjemahnya: 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika 
kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, 
atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya.28 
 Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti 
pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 
 Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum 
turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi 
sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat 
orang saja. 
 Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa melaksanakan perkawinan 
itu berarti mengamalkan dan menegakkan ajaran Islam, bahkan nabi sendiri 
memberikan ancaman bagi umatnya yang mampu untuk kawin, lalu tidak 
melaksanakannya, maka tidak termasuk golongan Rasulullah. 
                                                        
 28Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya (Cet. 1; Solo: PT. Tiga Serangkai, 
2013) , h. 77.   
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 Inilah tujuan yang paling utama yang seharusnya mendapat perhatian 
khususnya dari setiap calon suami isteri. Hidup berkeluarga adalah ajaran yang 
diserukan oleh Islam, maka tujuan berumah tangga adalah melaksanakan seruan 
itu sendiri, sehingga pernikahan yang dilakukan akan mendapat pahala yang besar 
disisi Allah swt. Disyariatkannya perkawinan, diantaranya adalah: 
a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi yang melanjutkan yang 
akan datang, 
b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa 
kasih sayang.29 
 Keharmonisan suatu rumah tangga sangat ditunjang oleh lahirnya 
keturunan. Suami isteri mendambakan lahirnya anak-anak dalam keluarga, karena 
belum lengkap kebahagiaan rumah tangga manakala dalam perkawinannya tidak 
memperoleh keturunan. Anak adalah penerus dan pewaris keluarga. Tanpa anak 
berarti tidak ada pelanjut kehidupan dan terputusnya sejarah keturunan manusia. 
 Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan 
adalah sebagai upaya untuk memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus 
kedalam perbuatan yang terlarang. Memelihara kelangsungan hidup dengan 
lahirnya keturunan yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang penuh 
kasih sayang antara suami isteri yang saling menolong untuk kemaslahatan 
bersama, memenuhi petunjuk agama dalam mewujudkan rumah tangga yang 
harmonis, sejahtera dan bahagia. 
D. Hikmah Perkawinan 
 Nikah adalah salah satu asas pokok dalam hidup terutama dalam pergaulan 
atau masyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang paling 
mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan 
itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum 
                                                        
 29Amir Syarifuddin,. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Cet. III; Jakarta Kencana 
Prenada Media Group, 2009), h. 46-47.  
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dengan yang lain, serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan 
pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya. 
Dalam kompilasi hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan yang 
menyebutkan: 
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah dan warahmah”.30 
Dengan demikian tujuan perkawinan dalam Islam adalah usaha untuk 
membentuk keluarga yang bahagia, sehingga terjalin sikap tolong-menolong pada 
berbagai bidang kehidupan dalam keluarga masyarakat dalam rangka beribadah 
kepada Allah swt. 
 Hikmah nikah menurut buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin 
dalam bukunya yang berjudul Garis-garis Besar Fiqih adalah: 
1. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih 
sayang. Dengan perkawinan kita akan lebih merasa tenang dan bahagia 
sebab dengan perkawinan seorang suami akan belajar bagaimana cara 
menyayangi seorang wanita yang selalu menemaninya baik susah maupun 
senang. 
2. Menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara 
dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. 
3. Mendapatkan keturunan atau mendapat nasab dan melestarikannya. 
Perkawinan adalah jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan. Orang yang 
mendapatkan keturunan berarti ia mendapatkan buah hati sibiran tulang bagi 
orang tuanya. Anak-anak inilah yang menyenangkan hati orang tua dan 
menambah semarak dan bahagia dalam rumah tangganya. Dengan demikian 
                                                        
 30 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islma (Cet. 3; Bandung: Nuansa Aulia, 
2011), h. 2.  
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akan muncul tanggung jawab orang tua untuk melaksanakan kewajibannya 
kepada anak-anaknya. 
4. Melalu perkawinan timbul hak dan kewajiban serta tugas-tugas suami isteri 
secara seimbang. Isteri mengurus rumah tangga, mendidik anak, sementara 
suami mencari nafkah untuk keberlangsungan hidupnya. 
5. Melalui perkawinan akan timbul rasa persaudaraan dan kekeluargaan serta 
memperteguh rasa saling cinta mencintai antara keluarga satu dengan yang 
lainnya. Hal ini juga berarti memperkuat hubungan kemasyarakatan yang 
baik menuju masyarakat Islam yang diridhai oleh Allah swt.31 
E. Perkawinan Dalam Adat Bugis 
 Bagi masyarakat bugis, perkawinan berarti siala ‘saling mengambil satu 
sama lain’ jadi perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal 
dari status sosial berbeda, setelah menjadi suami isteri mereka merupakan mitra. 
Hanya saja, perkawinan bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, akan 
tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah 
memiliki hubungan sebelunya dengan maksud kian mempereratnya 
(ma’pasideppe mabela-e atau ‘mendekatkat yang suda jauh’). Di kalangan 
masyarakat biasa, perkawinan umumnya berlangsung antara keluarga dekat atau 
antar kelompok patronasi yang sama (masalah “patron-klien” akan di bahas lebih 
lanjut), sehingga mereka sudah saling memahami sebelumnya.  
 Oleh karena itu, mereka yang berasal dari daerah lain, cenderung menjalin 
hubungan yang lebih dekat lagi dengan orang yang mereka kenal baik melalui 
jalur perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan adalah cara terbaik membuat 
orang lain menjadi “bukan orang lain” (tennia tau laeng). Hal ini juga sering di 
                                                        
 31Amir Syarifuddin, Gari-Garis Besar Fiqih (Jakarta: Kencana, 2003), h. 80.   
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tempuh dua sahabat atau mitra usaha yang bersepakat menikahkan turunan 
mereka, atau menjodohkan anak mereka sejak kecil.32 
F. Sejarah Mappacci 
Mappacci ialah ritual yang dilakukan masyarakat bugis ( biasanya  hanya di 
lakukan oleh kaum bangsawan) , ritual ini dilakuakan pada malam sebelum akad 
nikah di mulai. Dengan mengundang para kerabar dekat sesepu dan orang yang di 
hormati untuk melakukan ritual ini, cara pelaksanaanya dengan mengggunakan 
daun pacci (daun pacar), kemudian para undangan di persilahkan untuk memberi 
berkah dan doa restu kepada calon mempelai, dilakukan dengan sungkeman 
kepada kedua orang tua calon mempelai. 
 Dalam prosesi mappacci, terlebih dahulu pihak keluarga melengkapi 
segala peralatan yang harus dipenuhi, seperti, pacci, (menyeruai selap dan 
biasanya berasal dari tanah arab, namun ada pula yang berupa tumbuhan dan 
berasal dari dalam negeri) daun kelapa, daun pisang, bantal, gula,sarung sutra, 
lilin dan sebagainya. Tujuan mappacci adalah untuk membersihkan jiwa dan raga 
calon pengantin, sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.33 
 Tidak diketahui pasti, sejarah awal kapan kegiatan  mappacci di tetapkan 
sebagai kewajiban adat (suku bugis), sebelim pesta perkawinan. Tapi menurut 
kabar yang berkembang di kalangan generasi tua, prosesi  mappacci telah mereka 
warisi secara turun-menurun dari nenek moyang kita, bahkan sebelum kedatangan 
agama Islam dan Kristen di tanah bugis makassar. Oleh karena itu, kegiatan ini 
sudah menjadi budaya yang mendarah daging dan sepertinya sulit terpisahkan dari 
ritual perkawinan bugis.mappacci menjadi salah satu syarat dan unsur pelengkap 
dalam pesta perkawinan di kalangan masyarakat bugis. Namun ketika Islam 
datang, prosesi ini mengalami sinkretisme atau berbaur dengan budaya Islam. 
                                                        
 32Christian Pelras, manusia bugis Nalar Forum jakarta-paris Ecole Francaise (d’Extreme-
Orient Jakarta, 2006).h, 178. 
 33https://www.kompasiana.com/syahrulhs/mappacci-dan-nilai-filosofisnya-bagi-
masyarakat-bugis-makassar. (14 Oktober 2017). 
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Bahkan islam sebagai agama mayoritas suku bugis. Telah megamini prosesi ini, 
melalui alim ulama yang biasa di dengar Anregurutta.  
 Sekalipun mappacci bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam 
Islam tapi mayoritas ulam di daerah bugis menganggapnya sebagai sennu-
sennungeng ri decengnge (kecintaan akan kebaikan). Yang terjadi kemudian, 
pemuka agama berusaha untuk mencari legalitas atau dalil mappacci dalam kitap 
suci untuk memperkuat atau mengokohkan budaya ini. Sebagai contoh, salah satu 
ulama Islam tersohor di bone, Alm.AGH. Daud Ismail,berusaha menafsirkan dan 
memaknai prosesi mappacci beserta alat-alat yang di gunakan dalam prosesi ini. 
 Sebelum prosesi mappacci,  biasanya calon pengantin perempuan dihiasi 
dengan pakaian pengantin khas bugis-Makassar. Selanjutnya, calon pengantin di 
arak duduk di atas kursi (namun ada pula yang duduk di lantai) untuk memulai 
prosesi  mappacci. Di depan calon pengantin perempuan, diletakkan sebuah  
bantal yang sering di tafsirkan di anggap sebagai simbol kehormatan. Bantal 
sering diidentikkan dengan kepala, yang menjadi titik sentral bagi aktifitas 
manusia. Diharpkan  dengan simbol ini, calon pengantin lebih mengenal dan 
memahami akan identitas dirinya, sebagai mahluk yang muluah dan memiliki 
kehormatan dari sang pencipta. di atas bantal, biasanya diletakkan sarung sutrah 
yang jumlah nya tersusun  dengan bilangan ganjil, dengan hadis Nabi Muhammad 
saw yang berbunyi; “Allah itu ganjil dan suka yang ganjil” sarung sendiri di 
tafsirkan sebagai sifat istikamah atau ketekunan. 
 Sifat istikamah sendiri, telah di praktikkan oleh sang pembuat sarung 
sutrah. Tiap hari, mereka harus menenun dan menyusun sehelai demi sehelai 
benang, sehingga menjadi sebuah sarung yang siap pakai. Dengan sikap istikamah 
atau ketentuan ini, diharap calon pengantin dapat mengambil pelajaran dan 
hikmah dari sang pembuat sarung sutrah untuk di amal kan dengan kehidupan 
rumah tangga. Terkadang juga, sarung di anggap sebagai simbol penutup aurat 
bagi masyarakat Bugis. Jadi diharapkan agar calon mempelai perempuan 
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senantiasa menjaga harkat dan martabatnya, tidak menimbulkan rasa malu (siri’) 
di tengah-tengah masyarakat kelak.  
 Terkadang diatas sarung sutera di letakkan. Daun pisang memang tidak 
memiliki nilai jual yang tinggi, tapi memiliki makna yang mendalam bagi 
manusia pada umumnya. Salah satu sifat dari pisang adalah tidak akan mati atau 
layu sebelum muncul tunas yang baru. Hal ini selaras dengan tujuan umum 
pernikahan, yaitu; melahirkan atau meyembangkan keturunan. Karakter lain dari 
pisang, yaitu; satu pohon pisang; di mungkinkan untuk di nikmati oleh banyak 
orang. Dengan perkawinan, diharapkan calon pengantin berguna untuk 
memmbawa manfaat bagi orang banyak. Diatas daun pisang, terkadang diletakkan 
daun nangka tentu tidak memiliki nilai jual, tapi menyimpan makna yang 
mendalam. Anregurutta  di bone pernah berkata dalam bahasa bugis; Dua mitu 
mamala ri yala sappo ri lalenna atuwongnge, iyanaritu unganna panasae(lemmp) 
sibawa benona kanukue(paccing) maksudnya, dalam mengarungi kehidupan 
dunia, ada dua sifat yang harus kita pegang , yaitu kesucian. Jadi, dalam 
mengarungi bahtera rumah tangga, calon pengantin senan tiasa berpegang pada 
kejujuran dan kebersihan yang meliputi lahir dan batin. Dua modal utama inilah 
yang menjadi pegangan penting, bagi masyarakat bugis dalam mengarungi 
bahtera rumah tangga.34 
 Diatas daun pisang, terkadang juga diletakkan gula merah dan kelapa 
muda. Dalam tradisi masyarakat bugis, menikmati kelapa muda, terasa kurang 
lengkap tanpa adanya gula merah. Sepertinya, sepertinya kelapa muda sudah 
identik dengan gula merah untuk mencapai rasa yang nikmat. Seperti itulah 
kehidupan rumah tangga, diharapkan suami istri senantiasa bersama untuk saling 
melengkapi kekuranga dan menikmati pahit manisnya kehidupan duniawi. 
Terakhir mappacci  juga di lengkapi dengan lilin sebagai simbol penerang, konon 
zaman dahulu nenek moyang kita memakai  pesse’ (lampu penerang tradisional 
yang terbuat dari kotoran lebah). Maksud dari lilin, agar suami istri  mampu 
                                                        
 34http://www.seputarpernikahan.com/prosesi-mappacci-pernikahan-adat-bugis (Oktober 
2017 pukul 22:40) 
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menjadi penerang bagi masyarakat  di masa yang akan datang. Masi banyak lagi 
peralatan prosesi, yang bisa di pakai oleh masyarakat, sesuai dengan adat 
kebiasaan mereka. Namun, secsra umum peralatan yang telah di sebutkan di atas, 
standar yang sering diginakan dibeberapa daerah bugis. 
G. Peralatan Mappaccing 
 Untuk melaksanakan upacara mappaccing disiapkan 7 (tujuh) macam 
peralatan yang mengandung arti / makna khusus. Kesemuanya merupakan satu 
rangkuman kata yang mengandung harapan dan doa bagi kesejahteraan dan 
kebahagiaan calon mempelai. Peralatan yang umumnya dipakai tersebut antara 
lain:  
1. Bantal yang terbuat dari kapas dan kapuk, suatu perlambang “kemakmuran” 
dalam bahasa bugis disebut “Asalewangeng”. Bantal sebagai pengalas 
kepala, dimana kepala adalah bagian paling mulia bagi manusia. Dengan 
demikian bantal melambangkan kehormatan, kemuliaan atau martabat. 
2. Pucuk daun pisang yang diletakkan diatas bantal, melambangkan kehidupan 
yang berkesinambungan sebagaimana keadaan pohon pisang yang setiap 
saat terjadi pergantian daun. Bagi masyarakat bugis diartikan sebagai 
kelanjutan keturunan. Artinya jangan berhenti berupaya, berusaha keras 
demi mendapatkan hasil yang diharapkan. Sebagaimana kehidupan pisang, 
nanti berhenti berpucuk setelah sudah berubah. 
3. Sarung bugis (sebanyak tujuh lembar diletakkan secara berlapis-lapis diatas 
pucuk daun pisang lipa‟sabbe), melambangkan martabat atau harga diri. 
Tujuh lembar mengandung makna kebenaran, tuju dalam bahasa bugis 
berarti benar, mattujui berarti berguna. Berdasarkan pengertian ini, para 
keluarga calon mempelai mengharapkan setelah melangsungkan 
perkawinan, pada hari-hari mendatang keduanya berguna bagi dirinya 
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sendiri, maupun terhadap keluarga dan orang lain. Adapun bilangan 7, yang 
dalam bahasa bugis dikatakan “Pitu”, bermakna akan jumlah atau 
banyaknya hari yang ada. Dimana tanggung jawab dan kewajiban timbale 
balik antara suami dan istri harus dipenuhi setiap harinya. 
4. Daun nangka (bugis = daun panasa) yang dihubung-hubungkan satu sama 
lainnya sehingga berbentuk tikar bundar, diletakkan diatas tujuh lembar 
sarung tadi. Daun panasa oleh orang bugis menghubungkan dengan kata 
menasa (cita-cita atau pengharapan). Hal ini mengandung makna agar calon 
mempelai nantinya setelah menikah memiliki pengharapan untuk membina 
rumah tangga dalam keadaan sejahtera dan murah rezeki. Apabila Sarung 
tujuh lembar, maka daun Nangka sebanyak Sembilan lembar. Adapun arti 
sembilan lembar yaitu semangat hidup atau kemenangan. Dalam bahasa 
Bugis disebut Tepui, Pennoi atau Maggendingngi. Dalam arti kata rejekinya 
melimpah ruah atau Tassera-serai Dalle’ Hallala’na. Dua mitu mamala ri 
yala sappo ri lalenna atuwongnge, iyanaritu; unganna panasae (lempuu) 
sibawa belona kalukue (paccing). Maksudnya, dalam mengarungi kehidupan 
dunia, ada dua sifat yang harus kita pegang, yaitu; Kejujuran dan Kesucian. 
Jadi, dalam mengarungi bahtera rumah tangga, calon pengantin senantiasa 
berpegang pada kejujuran dan kebersihan yang meliputi lahir dan batin. Dua 
modal utama inilah yang menjadi pegangan penting, bagi masyarakat Bugis-
Pinrang dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 
5. Benno (kembang beras) ditaruh dalam sebuah piring dan diletakkan 
berdekatan dengan tempat daun pacci. Benno memiliki makna agar calon 
mempelai nantinya setelah berumah tangga dapat berkembang dan 
berketurunan yang dilandasi cinta kasih, penuh kedamaian dan 
kesejahteraan. 
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6. Pesse‟ pelleng yaitu alat penerang masa lalu sebelum orang mengenal 
minyak bumi dan listrik, yang terbuat dari kemiri yang ditumbuk halus dan 
dicampur dengan kapas agar mudah direkatkan pada lidi. Konon, zaman 
dahulu, nenek moyang kita memakai Pesse‟ (lampu penerang tradisional 
yang terbuat dari kotoran lebah). Dewasa ini karena pesse pelleng sudah 
sulit untuk ditemukan, maka orang-orang menggantinya dengan lilin. Lilin 
itu diletakkan berdekatan dengan tempat benno dan daun pacci, yang 
mengandung makna agar calon mempelai dalam menempuh masa depannya 
senantiasa mendapat petunjuk dari Allah SWT. 
7. Air yang ditaruh dalam sebuah mangkok sebagai tempat mencuci tangan 
bagi orang yang akan melakukan acara mappaccing, baik sebelum 
mengambil daun paccing maupun sesudah melakukan acara mappaccing 
tersebut. 
Masih banyak lagi peralatan prosesi, yang biasa dipakai oleh masyarakat, 
sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka. Namun, secara umum peralatan yang 
telah disebutkan diatas, standar yang sering digunakan oleh masyarakat Bugis. 
Informan Salmiah menjelaskan berikut: Setelah peralatan mappaccing siap, calon 
pengantin didudukkan dipelaminan, jika calon pengantinnya dari turunan 
bangsawan, maka dipakaikan lellu yang dipegang oleh empat orang remaja yang 
berpakaian adat dan jika calon pengantinnya laki-laki maka lellunya dipegang 
oleh 4 remaja laki-laki yang memakai sarung putih dan songkok putih 
(mattopong). Didepan pengantin diletakkan semacam bantal (sanreseng) sebagai 
alas, diatasnya disusun lipa’ sabbe biasanya tujuh lembar namun ada juga yang 
sembilan atau sebelas lembar. Selanjutnya diatas sarung diletakkan daun pisang 
dan terakhir diatas daun pisang diletakkan daun nangka, susunan peralatan ini 
digunakan sebagai wadah untuk meletakkan kedua telapak tangan mempelai yang 
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pada acara mappaccing akan diberi daun pacar (paccing) yang telah ditumbuk 
halus.35 
  
                                                        
 35Susan Bolyard Millar, Perkawinan Bugis. (Buku Kita, 2009),h.54-58.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (field 
research).  Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian 
ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata 
(lisan maupun tulisan) perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha 
menghitung data kualitatif yang telah diperoleh.36 Dengan demikian penelitian 
kualitatif itu bersifat mengumpulkan data dengan tidak menganalisis angka-angka, 
akan tetapi tidak berarti dalam penelitian kualitatif para peneliti tabu dengan 
angka-angka. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, 
yang diartikan sebagai gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan 
akurat tentang keadaan yang diteliti. 
Dan Lokasi Penelitian Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Data, 
Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.  
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis Syar’i. Penelitian 
dengan pendekatan Sosiologis di mana memandang hukum sebagai fenomena 
sosial. Penelitian hukum yang sosiologis, terdiri dari : 
                                                        
36Lexy J. Meleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosdaka, 2009) h.12-13. 
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1. Penelitian berlakunya hukum, yang meliputi : 
a) Penelitian efektivitas hukum islam 
b) Penelitian dampak hukum islam 
2. Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis37 
Melalui pendekatan syar’i diharapkan dapat memperjelas fungsi dan peran hukum 
Islam dalam kehidupan masyarakat Bugis. 
C. Sumber Data 
Dalam penulisan ini dilihat dari cara memperoleh dan mengumpulkan 
data, maka penulis membedakan data menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer 
dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek 
yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah sejumlah data atau keterangan yang 
diperoleh secara tidak langsung dari informan melainkan melalui bahan-bahan 
dari arsip atau dokumen, literatur-literatur yang telah disusun oleh instansi atau 
pihak-pihak subyek penelitian. 
Sumber informasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat baik 
secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian dapat penulis tegaskan 
bahwa sumber informasi yang akan dipilih oleh penulis adalah terdiri dari kepala 
kelurahan Data, serta individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam 
penyelenggaraan perkawinan adat bugis yang terdapat di kabupaten pinrang. 
Adapun informan tersebut adalah: 
                                                        
37Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet. 2; Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004), h.30.  
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1. Kepala kelurahan Data. 
2. Kepala KUA Kab.Pinrang. 
3. Tokoh masyarakat  
Sedangkan sumber informasi yang kedua diperoleh melalui studi terhadap 
dokumen-dokumen atau literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan 
data/informasi yang akan diperoleh. Dokumen-dokumen atau literatur-literatur 
tersebut, terutama diperoleh melalui instansi-instansi terkait sehinga diharapkan 
peneliti dapat temukan fakta tentang bagaimana hukum islam menyikapi adanya 
budaya mappacci dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat bugis. Selain itu, 
penelitian ini juga akan mencari data/informasi dari sumber-sumber lainnya 
seperti internet, surat kabar, majalah, jurnal laporan hasil penelitian dan lain 
sebagainya.  
D. Metode Pengumpulan Data 
Sesuai dengan permasalahan, tujuan penelitian, dan sumber data maka 
metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, dan telaah dokumen. 
1. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.38 
2. Wawancara  
                                                        
38Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. 2; jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007),  
h.118. 
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Wawancara merupakan alat pengumpul data berupa tanya jawab secara lisan 
antara pencari informasi dengan sumber informasi (informan). Teknik 
pengumpulan data melalui wawancara ini dipergunakan karena merupakan alat 
efektif dalam pengumpulan data sosial tentang tanggapan, pendapat, perasaan, 
motivasi, keyakinan, hasil pemikiran, dan pengetahuan seseorang tentang masalah 
penelitian atau makna suatu kasus, perilaku dan lain-lain. 
Bagi peneliti, yang perlu disadari adalah bahwa dalam wawancara terdapat 
faktor-faktor yang mempengaruhi hasil wawancara, yaitu: pewawancara, 
responden, topik penelitian (yang tertuang dalam daftar pertanyaan), dan situasi 
wawancara.39 
Dalam penelitian ini penulis memilih teknik wawancara secara mendalam 
(depth interview) dimana yang diwawancarai tidak harus menjawab pada 
pertanyaan yang sudah disediakan, dengan maksud untuk mendapatkan data 
secara mendetail atau terperinci. 
3. Telaah dokumen 
Telaah dokumen ini dilakukan dengan mencari dan menelaah data dari 
dokumen (bentuk laporan, jurnal ilmiah, buku-buku tentang pendapat, teori) yang 
berhubungan dengan adat perkawinan bugis. 
Pengumpulan data berarti suatu proses pencarian data dari tidak ada 
menjadi ada untuk keperluan penelitian, untuk mendapatkan data itu selain 
menggunakan wawancara dengan subyek secara langsung, juga dengan menelaah 
dokumen yang ada.  
                                                        
39Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), h.73. 
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E. Instrumen Penelitian  
Merupakan alat yang digunakan dalam penelitian dengan maksud untuk 
mengambil data sebagai operasional metode. Dalam melakukan penelitian, 
menggunakan beberapa instrumen antara lain seperti pedoman wawancara, alat 
dokumentasi dan alat tulis.  
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan data diantaranya, klasifikasi data, melakukan 
penyuntingan datapemberian kode, melakukan konfirmasi data yang memerlukan 
verifikasi data, dan melakukan analisis data sesuai dengan pembahasan hasil 
penelitian. 
Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data. 
Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data 
menurut pola atau kategori dan satuan  uraian dasar sehingga data yang didapat 
merupakan data valid yang menentukan kualitas dari hasil penelitian. Analisis 
data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan 
analisislah, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam 
memecahkan masalah penelitian. 
Teknik analisis data yang akan dilaksanakan adalah, mengorganisir data 
yang sudah diperoleh melalui wawancara, observasi dan telah dokumen, 
mengembangkan kategori dalam proses reduksi data yaitu proses seleksi data 
dengan membuang hal yang tidak penting, selanjutnya menyajikan data yang 
sudah diverifikasi dalam bentuk susunan informasi yang memungkinkan dapat 
ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan temuan-temuan yang 
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diperoleh dalam penelitian dikaitkan dengan landasan teori yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data dilihat dengan menghubungkan antara rumusan 
masalah dengan jawaban atau hasil wawancara. 
Adapun cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data 
hasil penelitian kualitatif yang digunakan adalah dengan peningkatan ketekunan 
dalam penelitian. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang 
hanya mengandalkan kemampuan pancaindra, namun juga menggunakan semua 
panca indra termasuk adalah pendengaran, perasaan, dan insting peneliti, dengan 
meningkatkan ketekunan pengamatan di lapangan maka, derajat keabsahan data 
telah ditingkatkan pula.40 
 
  
                                                        
40Burhan Bungin , Penelitian Kualitatif, (Cet. 2; Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007) 
h.264. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.967 km persegi, memiliki 
daerah administratif 12 kecamatan, dan terdiri 39 Kelurahan dan 69 Desa yang 
meliputi 81 Lingkungan dan 168 Dusun. 
Adapun batas wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut : 
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja. 
Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap. 
Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar. 
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare.  
Kabupaten Pinrang berada ± 180 Km dari Kota Makassar terletak pada 
koordinat antara 4º10’30” sampai 3º19’13” Lintang Selatan dan 119º26’30” 
sampai 119º47’20”Bujur Timur. Kabupaten Pinrang berada pada perbatasan 
dengan Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur lintas darat dari dua jalur 
utama, baik antar provinsi dan antar kabupaten di Selawesi Selatan, yakni dari 
arah selatan: Makassar, Parepare ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari 
arah Timur: kabupaten-kabupaten di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan 
menuju Provinsi Sulawesi Barat.  
Kondisi topografi Kabupaten Pinrang memiliki rentang yang cukup lebar, 
Mulai dari dataran dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut hingga 
dataranyang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut (dpl). 
Dataran yang terletak pada ketinggian 1000 m di atas permukaan laut sebagian 
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besar terletak dibagian tengah hingga utara Kabupaten Pinrang terutama pada 
daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Toraja. 
1. letak geografis dan luas wilayah Kecamatan duampanua 
Kecematan Duampanua merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang ada 
di kabupaten pinrang yang secara rinci mempunyai batasan-batasan administrasi 
sebagai berikut: 
a. Sebelah utara berbatasan dengan kecematan lembang. 
b. Sebelah barat berbataan dengan selat makassar. 
c. Sebelah selatan berbatasan dengan kecematan cempa dan patampanua. 
d. Sebelah timur berbatasan dengan kecematan batu lappa 
Kecamatan duampanua yang berada di sebelah utara kabupaten pinrang 
merupakan salah satu dari 12 kecematan yang ada di kabupaten pinrang dengan 
luas wilayah 29. 189 ha. Yang berada pada ketinggian 0-100 meter  dari 
permukaan laut (dpl) secara wilayah administrasi pemerintahan yang terluas 
adalah kelurahan data dengan 4.340 ha. Atau 14,87% dari wilayah kecematan 
duampanua sedangkan wilayah terkecil adalah  kelurahan pekkabata, yasitu 678 
ha. Atau 2,32% dari luas wilayah kecematan duampanua. Berikut pembagian 
wilayah desa/kelurahan. 
Kecamatan Duampanua yang berada di Sebelah Utara Kabupaten Pinrang 
merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, dengan 
luas wilayah 29.189 ha. dan berada pada ketinggian 0 – 100 meter di atas 
permukaan laut (dpl). Secara wilayah administrasi pemerintahan yang terluas 
adalah Kelurahan Data dengan 4.340 ha. Atau 14,87 % dari wilayah Kecamatan 
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Duampanua. Sedangkan wilayah terkecil adalah Kelurahan Pekkabata, yaitu 678 
ha. atau 2,32 % dari luas wilayah Kecamatan Duampanua. Berikut rincian 
pembagian wilayah Desa/Kelurahan.                                    
2. Potensi Sosial 
a. Budaya saling tolong menolong (gotong royong) yang merupakan ciri khas 
budaya masyarakat yang menjadi modal dalam rangka pembangunan daerah. 
b. Peranan informal leader, yaitu kepemimpinan tokoh masyarakat di lingkungan 
Kecamatan Duampanua yang merupakan potensi social yang dapat menjadi 
mediator pembangunan masyarakat. 
3. Potensi Ekonomi 
a. Tersedianya tanah dan lahan yang dapat dipergunakan untuk berbagi 
pembangunan ekonomi. 
b. Potensi pertanian dan peternakan serta perdangangan. 
c. Pusat pertumbuhan berupa perdagangan dan jasa. 
4. Sumber Daya Aparatur. 
Sumber daya aparatur sangat mendukung dalam upaya menciptakan sistem 
pelayanan prima kepada masyarakat, karena ketika sumber daya aparatur yang 
mempunyai kualitas yang baik, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab akan 
terlaksana dengan baik pula. Aparatur akan lebih mudah mencerna setiap 
penyerahan tugas yang diberikan dari pimpinan. 
Kondisi aparatur Kecamatan untuk saat ini sudah dirasakan baik, hal ini 
terlihat dari distribusi tugsa pokok dan fungsi yang telah dapat dilaksanakan atau 
tidak bertumpuk pada salah seorang aparatur. Hanya saja aparatur sering terjebak 
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dalam kegiatan rutnitas tanpa berani berinovasi dalam penyelesaian tugas atau 
dengan kata lain apa yang menjadi pekerjaan aparatur terdahulu juga dikerjakan 
oleh aparatur sekarang meskipun apa yang dikerjakan ternyata salah. 
5. Sarana dan Prasarana 
Untuk menunjang terwujudnya system pelayanan prima kepada 
masyarakat, maka sarana dan prasarana harus mendukung karena ketika sarana 
dan prasarana mendukung, maka akan lebih mempermudah aparatur Kecamatan 
dalam memberikan pelayanan. 
B. Budaya Mappacci Dalam Adat Perkawinan bugis Kabupaten Pinrang. 
 Mappacci berasal dari kata pacci, yaitu sejenis tumbuhan yang 
dipergunakan daunnya untuk pemerah kuku. Dalam Kamus Bahasa Indonesia 
disebutkan “Daun Pacar/Inai (Lowsinia Inermis), tumbuhan kecil yang daunnya 
dipakai untuk pemerah kuku 
 Perkataan paccing dapat ditemukan maknanya pada syair Bugis berikut: 
Dua kuala Sappo = Dua yang kujadikan pagar 
Unganna Panasae = Bunga/kembang nangka 
Belo Kanuku = Hiasan kuku 
 Kalau hanya bersandar pada segi harifahnya saja, tak ada arti penting yang 
disajikan syair ini, olehnya itu harus diteliti baris demi baris tentang kemungkinan 
makna yang dikandungnya. 
a. Dua yang kujadikan pagar. Pagar dianggap sebagai pembatas, penentuan 
kepunyaan atau penjaga diri. Kalimat ini dapat diberi makna sementara, yaitu: 
“dua hal yang saya jadikan penjaga diri”. 
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b. Bunga nangka. Bahasa bugisnya unganna panasae. Tidak mungkin bunga 
nangka dapat dijadikan penjaga diri. Bunga nangka, disebut dalam bahasa 
bugis bunga panasa sama artinya dengan kata lempu. Kata ini bila diucapkan 
dengan memberikan tekanan pada akhir suku kedua, akan berbunyi lempu’ dan 
lempu’ berarti jujur atau kejujuran. Maka dapat diberi arti sementara 
“kejujuran”. 
c. Belo kanuku atau hiasan kuku. Sama dengan makna baris kedua, hiasan kuku 
tak mungkin menjadi penjaga diri. Mungkin ada maksud lain atau arti 
sinonimnya yang terdapat dalam bahasa Bugis. Dapat ditemukan bahwa Belo 
kanuku, adalah alat untuk menghias atau memerahi kuku, dalam bahasa 
Bugisnya disebut pacci. Maka dapatlah diberikan arti sementara atas baris 
ketiga ini dengan pacci yaitu bersih, suci dan tak ternoda.41 
 Berdasarkan dari keterangan diatas, dapatlah disusun maknanya, yaitu 
“dua hal yang saya jadikan penjaga diri, kejujuran dan kesucian”. Jadi kesucian 
dan kejujuran merupakan benteng dalam penghidupan, karena kesucian adalah 
pancaran kalbu yang menjelma dalam kejujuran. Atau makna lainnya adalah 
hanya dua orang yang dapat dijadikan sahabat, yaitu “orang jujur dan orang yang 
bersih lahir dan batin. 
 Istilah mappacci dalam masyarakat meliputi tiga bahasa, pertama 
Makassar (mappacci), mandar (malattigi), bugis Pinrang (mappacci). 
Makna lain dari kata mappacci yaitu: 
1) Mappacci (mappassadia cinna) artinya mempersiapkan keinginan. 
                                                        
 41 Abdul Salam, Tokoh Adat. Wawancara, Pinrang, 05 September 2017.   
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2) Mappacci (mappasilarongeng cinna) artinya menghubungkan keinginan. 
3) Mappacci (mappasiruntu cinna) artinya mempertemukan keinginan.42 
 Dari ketiga makna di atas dapatlah diketahui bahwa apabila seorang laki-
laki sudah memiliki keinginan atau kemauan untuk hidup berumah tangga maka ia 
harus mempersiapkan diri secara matang, jasmani maupun rohani dan mampu 
untuk memberi nafkah lahir batin. Sebagaimana pesan orang tua “Naullepi 
mankkelilingi dapurengnge wekka pitu” artinya ia harus mampu mengelilingi 
dapur tujuh kali. Hal ini mengandung makna yang mendalam bahwa seseorang 
yang akan hidup berumah tangga, harus mampu menyediakan makanan untuk 
menghidupi keluarganya setiap hari. Disimbolkan dengan angka tujuh, 
dimaksudkan jumlah hari dalam seminggu. Apabila tahapan ini telah ditempuh 
maka pihak keluarga pria berusaha mengadakan penjajakan, menghubungi 
keluarga pihak wanita, apabila mendapat respon positif, dilanjutkan proses 
madduta (melamar), setelahnya proses mappettu ada (kesepakatan bersama). 
Inilah yang dimaksud mappasirunttu cinna (mempertemukan keinginan) kedua 
belah pihak untuk hidup berumah tangga, ditandai dengan ikatan perjajian. 
 Perkembangan selanjutnya, istilah mappacci lebih sering dikaitkan dengan 
salah satu rangkaian kegiatan dalam proses perkawinan masyarakat Bugis 
Pinrang. Mappacci lebih dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu syarat yang 
wajib dilakukan oleh mempelai perempuan, terkadang sehari, sebelum pesta 
                                                        
 42 Abdul Salam, Tokoh Adat. Wawancara, Pinrang, 05 September 2017.   
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walimah pernikahan. Biasanya, acara mappacci dihadiri oleh segenap keluarga 
untuk meramaikan prosesi yang sudah menjadi turun temurun ini.43 
 Dalam prosesi mappacci, terlebih dahulu pihak keluarga melengkapi 
segala peralatan yang harus dipenuhi, seperti; Pacci (biasanya berasal dari tanah 
arab, namun ada pula yang berasal dari dalam negeri), daun nangka, daun pisang, 
bantal, sarung sutera, lilin, dan sebagainya. 
 Mappacci atau tudang penni dahulu dilakukan diluar rumah masing-
masing kedua mempelai. Untuk memasuki upacara ini dahulu diadakan upacara 
pengambilan pacci yang disebut “Mallekke Paccing” yang dilakukan pada sore 
hari. Apabila yang akan melaksanakan perkawinan adalah bangsawan maka 
tempat mallekke pacci dirumah raja, tetapi setelah zaman kerajaan berlalu, tempat 
mallekke pacci dirumah orang yang berkedudukan (pejabat) yang sebelumnya 
telah dimintai persetujuannya. Rombongan pallekke paccing ini terdiri dari laki-
laki dan perempuan yang mengenakan pakaian adat lengkap, iring-iringan 
rombongan terdiri dari:  
1. Pembawa tempat sirih. 
2. Pembawa hidangan kue-kue adat lise bosara dengan minuman dan 
peralatannya untuk suguhan raja atau pejabat negeri. 
3. Pembawa tempat pacci diusung dan dipayungi dengan pallellu. 
4. Pembawa alat-alat bunyi-bunyian berupa gendang, gong, ana‟ baccing dan 
sebagainya.44 
                                                        
 43 Harino Solthan, Kepala kelurhan Data. Wawancara, Pinrang, 09 September 2017.     
 44 Abdul Razid, Imam Kelurahan Data. Wawancara, Pinrang, 12 September 2017. 
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 Namun dewasa ini dengan adanya perubahan situasi dan kondisi, acara 
mallekke pacci jarang dilaksanakan. Demikian pula dengan pembacaan barasanji 
atau berdzikir tidak lagi dilaksanakan sebelum upacara mappacci. Hal ini 
dipertegas oleh pendapat informan Raja berikut: 
Dahulu pembacaan dzikir bersamaan dengan upacara mappacci yaitu setelah 
doa selamat penghulu syara’ berdzikir dan saat tiba pada bacaan asyaraka 
orang-orang kemudian berdiri dan mulailah secara berturut-turut 
membubuhi pacci ditelapak tangan pengantin yang duduk diatas lamming. 
Hadirin, utamanya orang-orang yang berkedudukan (pejabat) didahulukan 
untuk memberi pacci pada pengantin.45 
  Makna dan Tujuan Mappacci Tradisi mappacci secara simbolik 
menggunakan daun paccing bertujuan agar calon mempelai dapat membersihkan 
diri dari sifat tercela dalam pandangan masyarakat serta ucapan dan tindakan yang 
tidak diridhai oleh Allah swt. Di mana hal tersebut biasa diperbuat sewaktu 
remaja sampai menjelang perkawinannya. Seperti penjelasan oleh 
Kedua calon mempelai diibaratkan berhijrah dari kehidupan pra nikah 
kepada kesiapan untuk hidup berumah tangga, yang perlu dilandasi dengan 
kesucian. Mappacci ati (ersih hati), mappacci nawa-nawa (bersih pikiran), 
mappacci gau (bersih tingkah laku).46 
Calon mempelai diharapkan mengambil teladan dari orang yang 
dipersilahkan untuk meletakkan pacci pada kedua tangannya, baik dari 
orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama. 
 Demikian pula calon mempelai diharapkan untuk senantiasa berdoa 
memohon keselamatan dari Allah swt agar proses perkawinan ini dapat terlaksana 
dengan baik serta memohon kepadanya agar dalam kehidupan rumah tangganya 
kelak dapat hidup bahagia, sejahtera lahir batin. Diharapkan pula kesiapannya 
untuk menerima amanah hidup berumah tangga. Sebagai suami harus 
                                                        
 45 Harino Solthan, Kepala kelurhan Data. Wawancara, Pinrang, 09 September 2017.    
 46Sudirman, Kepala KUA Kec Duampanu Kab.Pinrang, Wawancara, Pinrang 20, 
September  2017. 
49 
 
 
menjalankan hak dan kewajibannya kepada istrinya, demikian pula sebaliknya. 
Hal ini disimbolkan dengan ditegadahkannya kedua tangan.47 
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappacci 
 Sebelum lebih lanjut menentukan pandangan Hukum Islam tentang 
mappaccing, terlebih dahulu akan dikemukakan sorotan Hukum Islam tentang 
adat. mengingat tradisi mappacci termasuk salah satu prosesi adat dalam 
rangkaian prosesi perkawinan masyarakat Kabupaten Pinrang kecamatan 
Duampanua. 
 Adat dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah al-’urf . dari segi bahasa 
al-’urf ialah mengetahui, 98 kemudian dipakai dalam arti, sesuatu yang diketahui, 
dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat.  
 Sedangkan menurut istilah, ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh 
masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun 
perbuatan. Menurut ahli syari‟ah tidak ada perbedaan antara al-’urf dengan adat 
100 Adat (kebiasaan) itu berasal dari perkataan mu’awadah yang artinya 
mengulang-ulangi. Oleh karena telah berulang-ulang menjadilah terkenal dan 
dipandang baik oleh jiwa dan akal.48 
 Dengan melihat beberapa pengertian di atas, maka penyusun dapat 
menarik suatu pengertian umum, bahwa al-’urf (adat) adalah apa-apa yang telah 
merjadi kebiasaan yang baik oleh masyarakat secara terus-menerus, sehingga 
mereka merasa tidak asing dengannya dan menerimanya dengan jiwa yang tenang. 
                                                        
 47Sudirman, Kepala KUA Kec Duampanu Kab.Pinrang, Wawancara, Pinrang, 20, 
September 2017.  
  
 48Abd. Al-Wahab al- Khallaf, ’Iim al-Usul al-Fiqih (Cet. XIII; Cairo: Dat Al- Qalam, 
1398 H, 1978 M ), h. 89.    
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Dengan melihat al-’urf sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa 
diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau 
perbuatan, jika tinjau dari sudut pandang Hukum Islam, maka al-’urf ada dua 
macam : 
1. Al-’urf yang sahih, adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang 
tidak bertentangan dengan dalil syara‟, tidak menghalalkan yang haram dan 
tidak membatalkan yang wajib, misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam 
dunia perdagangan, yaitu indent (pembelian barang dengan cara memesan dan 
membayar lebih dahulu) istishna‟ dalam syariahnya. Adat kebiasaan dalam 
pembayaran mahar secara kontan atau hutang, adat kebiasaan melamar seorang 
wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah bukan sebagai mahar, dan 
sebagainya. 
2.  Al-’urf fasid, ialah adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat berlawanan 
dengan ketentuan syariat, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang 
wajib. Misalnya kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, mencari 
dana dengan kupon yang berhadiah, menaruh pajak hasil perjudian atau 
perbuatan maksiat lainnya.49 
 Adat (kebiasaan) dapat diterima sebagai hukum apabila memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini 
menunjukan bahwa adat tidak mungkin berkenan dengan perbuatan maksiat. 
                                                        
 49 Muhtar Yahya, Fatehurahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam (Cet. I; 
Bandung : Al-Ma‟arif, 1986), h. 110. 
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2. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang, sering terjadi, 
boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat. 
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur‟an maupun As-
Sunnah. 
4. Tidak akan mendatangkan kemudaratan serta sejalan dengan jiwa dan akal 
yang sehat. 
 Tradisi mappacci yang merupkan sebagai wadah silaturahmi antara sanak 
keluarga dan warga masyarakat, sebagai simbol kesucian dan persaksian, sebagai 
persyarat dan dan kesiapan mengembang amanah berumah tangga, dan sebagai 
tradisi yang dilandasi keikhlasan dan sarat dengan tafa‟ul. 
1. Wadah silaturahmi 
 Silaturahmi adalah usaha untuk menyambung, mengikat dan menjalin 
kasih sayang atau tali persaudaraan antara sesama manusia, terutama dengan 
keluarga atau famili dan kerabat. Tradisi mappacci dalam perkawinan,termasuk 
wadah silaturahmi yang baik. Mengingat dalam upacara ini dihadiri oleh kerabat 
dari pihak ayah dan ibu calon mempelai hal ini dimaksudkan agar mereka turut 
serta memberikan do’a restu atas pelaksanaan upacara mappacci dan pesta 
perkawinan keluarganya. 
 Di kalangan masyarakat Bugis disebut istilah mappotea (sikap atau ucapan 
tidak menyetujui pelaksanaan perkawinan). Kehadiran kerabat pada upacara ini, 
apalagi diberi kesempatan ikut dalam prosesi upacara dengan meletakkan paccing 
pada kedua telapak tangan calon mempelai dapat memberikan makna terhindarnya 
mappotea. Di samping kerabat yang diundang, turut pula anggota dan tokoh 
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masyarakat serta pemuka agama untuk memberikan do‟a restu kepada calon 
mempelai agar kehidupan rumah tangganya bahagia dan sejahtera. Terbinalah 
suasana keakraban, terjalinlah persaudaraan dan sebagai wadah silaturahmi antara 
sesamanya. Allah berfirma dalam QS an-Nisa‟/4: 1. 
 ُسﺎﱠﻨﻟٱ َﺎﮭﱡَﯾٓﺄ َٰﯾ  َو اٗﺮِﯿﺜَﻛ ٗﻻﺎَﺟِر ﺎَُﻤﮭۡﻨِﻣ ﱠَﺚﺑَو َﺎﮭَﺟۡوَز َﺎﮭۡﻨِﻣ ََﻖﻠَﺧَو ٖةَﺪِﺣ َٰو ٖﺲۡﻔﱠﻧ ﻦﱢﻣ ﻢَُﻜَﻘﻠَﺧ يِﺬﱠﻟٱ ُﻢُﻜﱠﺑَر ْاُﻮﻘﱠﺗٱ ْاُﻮﻘﱠﺗٱَو ۚٗٓءﺎَِﺴﻧ
 ﺎٗﺒِﯿﻗَر ۡﻢُﻜَۡﯿﻠَﻋ َنﺎَﻛ َ ﱠͿٱ ﱠِنإ َۚمﺎَﺣَۡرۡﻷٱَو ۦِِﮫﺑ َنُﻮﻟَٓءﺎََﺴﺗ يِﺬﱠﻟٱ َ ﱠͿٱ١   
 
Terjemahnya  
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan 
dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”50 
2. Simbol Kesucian dan Persaksian 
Gadis atau perjaka yang dipaccing adalah sebagai lambang tentang kesucian 
dirinya dan sebagai bukti bahwa masih perawan dan perjaka. Olehnya itu, 
rangkaian acara perkawinan yang secara kebetulan untuk yang kedua kalinya 
menikah atau lebih, apalagi statusnya duda atau janda, tidak lagi diadakan upacara 
mappacci,  tetapi hanya diadakan manre pa’jaga, setiap santap malam bersama 
dan beramah tamah sampai larut malam ma’jaga-jaga ( berjaga-jaga). Dengan 
terpeliharanya kesucian baik bagi gadis maupun perjaka adalah pertanda 
ketinggian harkat dan martabatnya, termasuk kehormatan keluarganya.51 
                                                        
50 Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya (Cet. 1; Solo: PT. Tiga Serangkai, 2013) 
,h. 18  
 51 Nurhani Sapada Makkasau, Abd Azis Hafied, Hikmah Mappacci (t.td), h 3-4. Nurhani 
Sapada Makkasau, Abd Azis Hafied, Hikmah Mappacci (t.td), h 3-4.  
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 Hal ini sejalan dengan tuntunan hukum Islam agar kehormatan dan 
kesucian seorang tetap dijaga dengan baik sampai ke jenjang pernikahan. Allah 
berfirman dalam QS an- Nur/24: 30 
 ِﺮ َٰﺼَۡﺑأ ۡﻦِﻣ ْاﻮ ﱡﻀَُﻐﯾ َﻦِﯿﻨِﻣۡﺆُﻤۡﻠﱢﻟ ُﻞﻗ َنﻮَُﻌﻨَۡﺼﯾ ﺎَِﻤﺑ ُۢﺮِﯿﺒَﺧ َ ﱠͿٱ ﱠِنإ ُۚۡﻢَﮭﻟ ٰﻰَﻛَۡزأ َِﻚﻟ َٰذ ُۚۡﻢﮭَﺟوُُﺮﻓ ْاُﻮَﻈﻔَۡﺤﯾَو ۡﻢِھ٣٠   
Terjemahnya:  
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya”. “Katakanlah kepada 
wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 
kemaluannya”.52 
  
Dalam ayat ini memerintahkan nabi Muhammad saw. Bahwa hai rasul 
katakanlah yakni perintakanlah kepada pria-pria  mukmin yang demikian mantap 
imannya bahwa: hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka yakni 
tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segalah sesuatu yang terlarang 
seperti aurat wanita dan kurang baik di lihat seperti tempat-tempat yang 
kemungkinan dapat melegahkan, tetapi tidak juga menutupnya sekali sehingga 
merepotkan mereka, dan di samping itu hendaklah mereka memelihara secara 
utuh dan sempurna kemaluan mereka sehingga sama sekali tidak 
menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan 
kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan kalau dapat tidak 
menampakkannya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka; yang demikian 
itu yakni menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci dan 
terhormat bagi mereka karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-
rapat pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinaan. Wahai rasul sampaikan lah 
                                                                                                                                                        
 
 52 Kementrian Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya (Cet. 1; Solo: PT. Tiga Serangkai, 
2013) ,h. 353.  
54 
 
 
tuntunan ini kepada orang-orang mukmin agar mereka melaksanakanya dengan 
baik dan hendaklah mereka terus dan sadar karena sesunggunya Allah maha 
mengetahui apa yang mereka perbuat53. 
Hubungan antara ayat di atas dengan upacara mappacci ini sebagai 
persaksian kepada kerabat dan warga masyarakat tentang kesucian calon 
mempelai. Terhindarlah kesan negatif di antara sesama dengan terselenggaranya 
upacara ini. Hal ini berlaku bagi masyarakat Bugis Pinrang yang ingin tetap 
melestarikan adat istiadat daerahnya, setelah terlebih menyelami makna yang 
terkandung didalamnya. 
3. Kesiapan Menerima Amanah 
 Pada prosesi upacara mappacci, calon mempelai menengadahkan kedua 
tangannya dengan suatu makna yang terkandung, adalah kesiapan untuk 
menerima amanah dalam kehidupan berumah tangga. Kesiapan untuk menjadi 
suami atau isteri yang mengetahui dan menghayati seluk beluk hak dan kewajiban 
masing-masing, agar bahtera rumah tangga tetap terjalin dengan baik dan 
harmonis. 
 Adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami daan isteri) 
dalam mengembang amanah rumah tangganya sebagai berikut : 
a. Kewajiban suami/ hak isteri 
1) Memberikan mahar 
                                                        
53 M. Quraish Shihad Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (jakarta 
:Lentera Hati,2002, Vol. 9) h. 324. 
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 Mahar atau maskawin ialah pemberian seorang suami kepada isterinya 
sebelum atau sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai 
pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lain. 
2) Memberikan Nafkah, maksudnya menyediakan segala keperluan isteri, 
seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. 
3) Mempergauli isteri dengan Baik 
4) Menjaga harkat, martabat, kehormatan, menjaga kemuliaannya dan 
menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik semua ini merupakan 
tanda dari sifat cemburu yang disenangi Allah swt. 
5) Memilhara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta 
bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya. 
6) Suami wajib memberikan pendidikan agama istrnya, memberikan 
kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi 
agama dan bangsa.54 
 Al-Qur'an, Hadis maupun kaedah ushul fiqih tentang adat serta hukum 
pelaksanaan sesuatu hal, maka diperoleh gambaran tentang Pandangan Hukum 
Islam tentang tradisi Mappacci.  khususnya di kecamatan duampanua Kabupaten 
Pinrang. 
 Pelaksanaan tradisi Mappacci dalam pernikahan, adalah tetap dipelihara 
dan dipertahankan, karena termasuk salah satu adat (kebiasaan) yang dianggap 
baik dalam rangkaian proses perkawinan masyarakat di Kecamatan Duampanua 
                                                        
 54 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ( Cet.I; Jakarta: Akademika 
Presindo, 1992), h. 133  
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Kabupaten Pinrang,  serta secara keseluruhan pelaksanaannya, tidak bertentangan 
dengan Hukum Islam. 
 Namun masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan dalam prosesi 
perkawinan, yaitu pakaian calon mempelai wanita harus menutup aurat, dan tidak 
tipis. Solusinya, tetap memakai pakaian adat yang disempurnakan, sehingga 
sejalan dengan syariat Islam. 
 Demikian pula, menghindarkan diri dari meramalkan hal-hal yang jelek 
pada nyala lilin dalam prosesi tersebut, tetaplah berharap baik dengan simbol lilin, 
mudah-mudahan mendapatkan jalan terang atau petunjuk dari Allah swt. 
Menghilangkan keyakinan akan datangnya musibah atau mudah ketimpa bencana 
apabila kedua calon mempelai bertemu setelah upacara mappacci mengalihkan 
maknanya kepada datangnya aib pada keluarga calon mempelai dalam pandangan 
masyarakat. Karena pertemuan tersebut dianggap tidak relevan dari perbuatan 
kurang rasional. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Pinrang Kecamatan 
Duampanua, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Perkataan Mappacci dapat ditemukan maknanya pada syair Bugis diantaranya 
Dua kuala Sappo yang artinya  Dua yang kujadikan pagar, Unganna Panasae 
yang artinya Bunga/kembang nangka, dan Belo Kanuku yang artinya Hiasan 
kuku. Belo kanuku atau hiasan kuku.  
 Makna yang lebih khsusus dari Mappaci yaitu, “dua hal yang saya jadikan 
penjaga diri, kejujuran dan kesucian”. Jadi kesucian dan kejujuran merupakan 
benteng dalam penghidupan, karena kesucian adalah pancaran kalbu yang 
menjelma dalam kejujuran. Atau makna lainnya adalah hanya dua orang yang 
dapat dijadikan sahabat, yaitu “orang jujur dan orang yang bersih lahir dan 
batin. Istilah mappacci dalam masyarakat meliputi tiga bahasa, pertama 
Makassar (mappacci), mandar (malattigi), bugis Pinrang (mappacci). Makna 
lain dari kata mappacci yaitu, Mappacci (mappassadia cinna) artinya 
mempersiapkan keinginan, Mappacci (mappasilarongeng cinna) artinya 
menghubungkan keinginan, dan Mappacci (mappasiruntu cinna) artinya 
mempertemukan keinginan. Dalam prosesi mappacci, terlebih dahulu pihak 
keluarga melengkapi segala peralatan yang harus dipenuhi, seperti; Pacci 
(biasanya berasal dari tanah arab, namun ada pula yang berasal dari dalam 
negeri), daun nangka, daun pisang, bantal, sarung sutera, lilin, dan sebagainya. 
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2. Pelaksanaan tradisi mappacci pada Perkawina di Kecamatan Duampanua 
Kabupaten Pinrang, tetap sejalan dengan Hukum Islam, meskipun terdapat hal-
hal yang perlu disempurnakan. Al-Qur'an, Hadis maupun kaedah ushul fiqih 
tentang adat serta hukum pelaksanaan sesuatu hal, maka diperoleh gambaran 
tentang Pandangan Hukum Islam tentang tradisi Mappacci.  khususnya di 
kecamatan duampanua Kabupaten Pinrang. Pelaksanaan tradisi Mappacci 
dalam pernikahan, adalah tetap dipelihara dan dipertahankan, karena termasuk 
salah satu adat (kebiasaan) yang dianggap baik dalam rangkaian proses 
perkawinan masyarakat di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang,  serta 
secara keseluruhan pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan Hukum Islam. 
Olehnya itu tradisi ini dibolehkan dan tetap dipelihara dan dilaksanakan 
sebagai budaya daerah dalam rangkaian prosesi adat perkawinan masyarakat di 
Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrag 
B. Implikasi Penelitian. 
1. Hendaknya masyarakat Bugis tidak terpengaruh dengan hal-hal yang dapat 
merusak identitas bersama atau kerukunan yang sudah tertata sejak dahulu. 
2. Masyarakat sekiranya mempertahankan, menjaga dan memelihara adat 
istiadat tersebut agar tetap terjaga. 
3. Perlunya disempurnakan dalam prosesi perkawinan, yaitu pakaian calon 
mempelai wanita harus menutup aurat, dan tidak tipis. Solusinya, tetap 
memakai pakaian adat yang disempurnakan, sehingga sejalan dengan syariat 
Islam. 
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